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PUTUSAN 

Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kla 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KALIANDA 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: 

XXXX Alias XXXX BIN XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir 

Pandeglang, 09 Desember 1988, umur 35 tahun, 

agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, 

bertempat tinggal di xxx Kecamatan Xxxx Kabupaten: 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung,  dalam hal ini 

memberi kuasa kepada : MUHAMMAD MUSLIMIN, 

S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Firma 

Lembaga Bantuan Hukum Satria Zmline yang 

beralamat di Kantor : Jl. Trans Sumatera, Komplek 

Ruko Jati Indah No. 16, Way Urang, Kalianda, 

Lampung Selatan, Rumah : Perum Kalianda 

Residence, Blok. A7 No. 6, Kelurahan Way Urang, 

Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, 

domisili elektronik email: 

muhammadmuslimin177@gmail.com, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2024 dan 

telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Kalianda Nomor 909/SKH/PA.Kla/2024  tanggal 20 

September 2024, sebagai Pemohon; 

Lawan 

XXXX BINTI XXXX, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 06 

Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa Xxxx, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kecamatan Xxxx Kabupaten. Lampung Selatan 

Provinsi Lampung, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 September 

2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Kalianda, Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 20 September 2024, 

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 

hari Jum'at Tanggal 06 Desember  2013 dengan status Perjaka dan 

Perawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxx, tercatat di 

Kalianda , 03 Februari di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, 

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; (Bukti P-1)  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal di Dusun Dusun Titirante Selatan RT/RW:007/000, Desa Xxxx 

Kecamatan Xxxx Kabupaten: Lampung Selatan  Provinsi Lampung terakhir 

masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;   

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan 

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di karuniai orang 

anak yang bernama; xxx binti Xxxx Sekarang berusia 10 Tahun, dan Xxxx 

binti Xxxx Sekarang berusia 07 Tahun menetap dan tinggal Bersama 

Pemohon';   

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah pasangan 

suami isteri, dan tidak ada pihak lain yang menggugat terhadap pernikahan 

tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tetap 

beragama Islam;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 

keadaan rukun damai, akan tetapi sejak 02 Maret  2020 sudah tidak 

harmonis lagi hingga sekarang, puncaknya pada 28 Desember 2020, 

sebab-sebab terjadi ketidak harmonisan dan percekcokan adalah:  

6.1  Bahwa masalah Ekonomi, Termohon kurang bersyukur dengan 

Pendapatan Pemohon;  

6.2  Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok di picu 

hal-hal kecil yang membuat semakin tidak nyaman menjalani rumah 

tangga bersama Termohon;  

6.3. Bahwa  dalam mediasi terakhir pemohon dan Termohon sepakat 

untuk berpisah, 

6.4. Bahwa diduga Termohon telah Nusyus dan saat ini di duga telah 

menikah secara siri dengan Pria Idaman Lain;  

7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan 

musyawarah namun tidak berhasil;   

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha 

menasehati,  mendamaikan, dan membujuk Termohon, akan tetapi tidak 

merubah keadaan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

komunikasi lagi;  

9. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon tersebut hampir 1(satu) tahun tersebut, selama itu sudah tidak 

ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;   

10. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak 

sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon untuk 

mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan 

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga 

dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah 

menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kalianda;   

11. Bahwa dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak lagi tercapai 

dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya 

dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan 

Termohon adalah perceraian;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf  f 

PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;   

13. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;   

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;   

2. Memberikan izin kepada Pemohon XXXX ALIAS XXXX BIN XXXX untuk 

menjatuhkan talak Satu Raj'i kepada Termohon XXXX  BINTI XXXX di 

hadapan Sidang Pengadilan Agama Kalianda, setelah putusan ini 

berkekuatan hukum tetap;   

3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum.  

 Subsider:  

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Fiat Justitia Ruat 

Coelum (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan). 

 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan/atau 

Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan 

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 

11 Oktober 2024 dan Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 27 September 

2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan 

Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi 

Pengadilan (e-Court); 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil 

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan 

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxx Kabupaten Lampung 

Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxxx Tanggal 03 Februari 2014, bukti 

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah 

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P.; 

B. Saksi: 

1. xxx, NIK. xxxx umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxi, Pandeglang, Banten, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah Paman Pemohon;  

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon 

adalah suami isteri;  

- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

di rumah Pemohon di Xxxx;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang 

anak;  

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan 

danpertengkaran yang terus menerus;  

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon 

terjadi sejak tahun 2020 lalu;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang 

atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;  

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar 

Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 (tiga) kali;  

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 

kira-kira 1 (satu) tahun terakhir ;  

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  

- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya dan 

Pemohon tetap di rumah yang lama bersama anak-anak;  

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak 

berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;  

2. xxx, NIK. xxxx, xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Apartur Desa (Kadus), bertempat tinggal di Dusun Banjar 

Utara, RT/RW 017/00, Desa Rejo Sari, Kecamatan Xxxx, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

adalah tetangga Pemohon;  

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon 

adalah suami isteri;  

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 

di rumah Pemohon di Xxxx;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang 

anak;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;  

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak kira-kira 

tahun 2020 lalu;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon karena masalah ekonomi, Termohon kerap merasa 

kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Disamping itu, 

Termohon juga kerap pergi-pergi dari rumah setelah beberapa lama 

pergi, Termohon justru kembali dengan membawa pulang suami 

baru. Saksi tahu dari pengakuan ayah Termohon sendiri; 

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon 

bertengkar beberapa kali;  

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon;  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 

kira-kira kurang dari 1 (satu) tahun. Pada Februari 2024, ketika 

Termohon kembali ke rumah orangtuanya, Termohon mengakui 

kalau Termohon sudah menikah lagi; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;  

- Bahwa saat ini Termohon tinggal bersama orang tuanya dan 

Pemohon tetap di rumah yang lama bersama anak-anak;  

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak 

berhasil karena Pemohon tidak sanggup lagi rukun terlebih 

Termohon sudah menikah lagi; 

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 

perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan 

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan 

Termohon dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah 

tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga 

Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke 

Pengadilan Agama (persona standi in judicio) sebagaimana diatur dalam Pasal 

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Jo. Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa 

kepada MUHAMMAD MUSLIMIN, S.H, advokat berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 15 September 2024 yang telah terdaftar di register 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 909/SKH/PA.Kla/2024 

tanggal 20 September 2024; 

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Pemohon kepada kuasa 

hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa 

khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama 
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Kalianda dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa 

yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan 

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak 

melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum 

adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis 

Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan 

Advokat; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor 1558/Pdt.G/2024/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh 

karena itu permohonan Pemohon tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon 

dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditentukan, Pemohon/didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan 

sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Termohon tidak 

pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan 

Agama Kalianda telah memanggil Termohon. Terkait hal tersebut Majelis Hakim 

menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, 

sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat 
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tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. 

Sedangkan, ketidakhadiran Termohon tersebut dinilai tidak disebabkan karena 

suatu alasan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak 

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg 

dan 150 R.Bg, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan 

tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Upaya Damai 

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, bahwa dalam perkara  perdata inklusif didalamnya mengenai 

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Termohon 

tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat 

dilaksanakan; 

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir 

di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara 

menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali 

dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon 

sehingga tetap melanjutkan proses persidangan; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam 

permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon 

kerap merasa kurang atas nafkah yang diberikan. Pemohon dan Termohon 
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telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 1 (satu) tahun terakhir hingga 

sekarang; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalinya telah 

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat 

formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 

1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat 

sebagai penduduk/warga Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah 

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 

06 Desember 2013 Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan 

yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam 

perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga 

serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon dan atau Termohon sebagai 

saksi dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan 

Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang 

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah 

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 

171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada 
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hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang 

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut 

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan 

umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim 

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian 

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan 

keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling 

bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka 

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga 

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan 

fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang 

menikah pada tanggal 06 Desember 2013 dan dicatat oleh Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Xxxx, Kabupaten Lampung Selatan; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah 

tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak; 

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sejak 2020 disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah 

yang diberikan; 

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi 

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua 

Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah 

sejak kurang dari 1 (satu) tahun terakhir atau setidaknya sejak Februari 

2024; 
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5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama/sejak 

kurang dari 1 (satu) tahun terakhir hingga sekarang; 

6. Bahwa antara Pemohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak 

berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

− Bahwa suami atau istri yang mengabaikan norma perkawinan maka ikatan 

perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan 

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; 

− Bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk 

berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses 

persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat 

pecahnya perkawinan (broken marriage) (vide Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum 

Kamar Agama huruf A angka 1); 

− Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk 

dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan 

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar 

lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang 

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

− Bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap 

dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat 

melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum 

Islam; 
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Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni 1 (satu) 

tahun terakhir  Majelis Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar 

Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan 

upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Majelis Hakim 

dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, “apabila suami istri tidak tinggal 

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah 

tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga 

Pemohon dan Termohon sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap 

hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang terkandung dalam 

Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang 

diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini relevan 

dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 227 yang 

berbunyi: 

 عَلِي مْ ْسَمِي عْ ْاللَْْفَإنَِّْْالطَّلاقََْْعَزَمُواْوَإنِْ 

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan 

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap 

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalianda; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Pemohon; 
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Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;   

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;   

3. Memberi izin kepada Pemohon  (XXXX ALIAS XXXX BIN XXXX) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX BINTI XXXX) di 

depan Sidang Pengadilan Agama Kalianda;   

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);   

Penutup 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul 

Akhir 1446 Hijriah, oleh Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa 

Fitriani, S.H.I., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. sebagai 

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan A. 

Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon 

didampingi Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Waluyo, S.Ag., M.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota, 

 

 

 

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I. 
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Panitera Pengganti, 

 

 

 

A. Rahman, S.H. 

Perincian Biaya: 

1. PNBP : Rp70.000,00 

2. Proses : Rp75.000,00 

3. Panggilan : Rp32.000,00 

4. Meterai : Rp10.000,00 

Jumlah : Rp177.000,00 

  Terbilang (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). 
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